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P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Sibuhuan  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh :

Dodi Asriadi Nasution  bin Amar Hoti,  lahir di  Pagaranbira Jae tanggal 17

April  1981  (umur  42  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  Desa  Pagaranbira  Jae,

Kecamatan Sosopan,  Kabupaten Padang  Lawas,  Sumatera

Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Leliana Lubis binti Ali Nasri, lahir di Simangambat tanggal 17 Februari 1985

(umur  38  tahun),  agama  Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan

Petani,  tempat  tinggal Desa  Pagaranbira  Jae,  Kecamatan

Sosopan,  Kabupaten Padang  Lawas,  Sumatera  Utara,

selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada  Donna Siregar, S.H., Advokat yang

berkantor pada Kantor Advokat  Donna Siregar, SH & Partners (DSP), yang

beralamat di Jl. Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang

Lawas,  dengan  domisili  elektronik  pada  alamat  e-mail:

dsdanpartners@gmail.com,  yang  bertindak  baik  sendiri-sendiri  maupun

bersama-sama  berdasarkan  surat  kuasa  khusus  Nomor:

144/SKK/I/Pro/DSP/2024 tanggal   03  Januari 2024 yang  telah  terdaftar  di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  dengan  Register  Nomor

22/SK/2024/PA.Sbh  tertanggal  04 Januari 2024,  selanjutnya  disebut  Para

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II/Kuasa Hukumnya;
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DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  dengan  surat  permohonannya

tertanggal  03  Januari  2024  yang  didaftarkan melalui  aplikasi  E-Court di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  pada  tanggal  04  Januari  2024

dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

1. Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah  melangsungkan

pernikahan  pada  tanggal  07  Januari  2006,  di  Pagaranbira  Jae,  Kec.

Sosopan, Kab. Padang Lawas, sebagai wali nikah Pemohon II adalah Ayah

kandung nya bernama ALI NASRI LUBIS  dengan mahar berupa uang Rp.

5.000.000,-  (lima juta rupiah ), sebagai saksinya adalah  AMAR KHOTIB

NASUTION dan HARIS MUDA NASUTION;  

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat

pada Kantor Urusan Agama setempat;  

3. Bahwa  sewaktu  akan  menikah  Pemohon  I  berstatus  Jejaka

sementara Pemohon II berstatus Gadis;  

4. Bahwa, oleh karena kelalaian Para Pemohon, sehingga setelah

akad nikah hingga permohonan ini  diajukan Pemohon I dan Pemohon II

tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;  

5. Bahwa  dari  perkawinan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  telah

dikaruniai 5 (lima) anak;     

5.1. RIKI ARDIKA NASUTION, laki-laki, lahir tanggal 19-11-2006;  

5.2. FERDI RAHADI NASUTION, laki-laki, lahir tanggal 13-07-2008;  

5.3. PUTRI  NABILA  NASUTION,  perempuan,  lahir  tanggal  14-08-

2010;  

5.4. DEDE AULIA NASUTION, perempuan, lahir tanggal 15-10-2013;  

5.5. KEISA SAFITRI  NASUTION,  perempuan,  tanggal  lahir  26-06-

2017;  

6. Bahwa  Para  Pemohon  sangat  membutuhkan  bukti  pernikahan

tersebut untuk kepastian hukum;  

7. Bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II  tidak ada hubungan

mahram maupun  susuan  dan  sejak  melangsungkan  perkawinan  sampai
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sekarang tidak pernah bercerai  maupun pindah agama (Pemohon I  dan

Pemohon II beragama Islam);  

8. Bahwa  untuk  kepastian  hukum  dan  tertib  administrasi

kependudukan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  7  Kompilasi  Hukum Islam

maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara

ini kepada KUA Kec. Barumun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;  

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di

atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama  Sibuhuan Cq.  Majelis  Hakim untuk  menjatuhkan Penetapan sebagai

berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (DODI ASRIADI

NASUTION bin AMAR HOTI) dan Pemohon II (LELIANA LUBIS binti ALI

NASRI) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Januari 2006, di Pagaranbira

Jae, Kec. Sosopan, Kab. Padang Lawas;  

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;  

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Sibuhuan berpendapat lain mohon penetapan

lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa  atas  perintah  Ketua  Majelis,  Jurusita  telah  mengumumkan

adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Januari 2024 untuk

masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun

selama masa  tersebut  tidak  ada  pihak  lain  yang  mengajukan  keberatan  ke

Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon

II didampigi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;
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Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang

tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai

dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan Pemohon  I  dan

Pemohon II yang terhadap isinya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada

perubahan yaitu pada posita nomor 1 yang semula wali nikah bernama Ali Nasri

Lubis diubah menjadi Ali Nasri;

Bahwa Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II

tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari’at

Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun para pemohon

tetap dengan permohonannya;

Menimbang,  bahwa selama persidangan  Pemohon I  dan  Pemohon II

belum  dapat  menghadirkan  bukti-bukti  yang  menguatkan  permohonan

Pemohon I  dan Pemohon II.  Atas hal  tersebut,  Pemohon I  dan Pemohon II

melalui Kuasa Hukumnya memohon untuk mencabut permohonannya terlebih

dahulu dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa  karena  Kuasa  Hukum  para Pemohon  telah  mencabut

permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai

sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Surat  Kuasa Khusus Pemohon I  dan Pemohon II

ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg  juncto Surat Edaran

Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Surat

Kuasa  Khusus,  begitu  pula  Kartu  Tanda  Pengenal  Advokat  (KTPA)  Kuasa

Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim

harus  menyatakan  bahwa  Kuasa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  merupakan
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subjek  pemberi  bantuan  hukum  yang  sah  sehingga  Majelis  Hakim  dapat

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon I dan Pemohon II  untuk

beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena  Kuasa Hukum para Pemohon menyatakan

mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan  Kuasa Hukum

para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pencabutan  perkara  ini  dilakukan

setelah  proses  persidangan  dilangsungkan  maka  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini harus diperhitungkan. 

 Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

sesuai  Pasal  89 ayat  (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  yang telah

diubah  dan  ditambah  dengan  perubahan  pertama  menjadi  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. 

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan  Permohonan  pencabutan  perkara  nomor

18/Pdt.P/2024/PA.Sbh dari Pemohon I dan Pemohon II;        

2. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Sibuhuan  untuk

mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;        

3. Membebankan biaya perkara ini  kepada Pemohon yang hingga

kini dihitung sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  permusyawaratan  Majelis  yang

dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Putra Tondi Martu Hasibuan,

S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Junaedi, S.Sy. dan Tayep Suparli,

S.Sy.,  M.H.  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  Selasa,  tanggal  23

Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah, oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh Hakim Anggota dan dibantu
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oleh Dedy  Rikiyandi,  S.H.I.,  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Akhmad Junaedi, S.Sy.

Hakim Anggota

ttd

Tayep Suparli, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Biaya Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 0,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp             10.000,00  

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).
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Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan Pemohon I
Sibuhuan,            2024
Panitera,

Muhammad Sarkawi, S.H.I.
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